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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Mendahului Penetapan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Kalimanta Timur;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, dalam keadaan darurat, pemerintah daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan peru bahan anggaran peru bahan APBD,
mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan serta keperluan
mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah daerah dan masyarakat;

a. bahwa adanya kebutuhan pengeluaran yang
sangat mendesak pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Kaliamantan Timur yaitu
kekurangan alokasi belanja untuk kegiatan
Perkuliahan Institut Seni dan Budaya Indonesia
(ISBI) dalam rangka pelayanan dasar untuk
memenuhi stan dar kapasitas kampusjruang;
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7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54
Tahun 2017, tentang Penjabaran Anggaran
Pedapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 54);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
TimurTahun 2018 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 825);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Mengingat
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(2)Peraturan ini adalah untuk merealisasikan pengeluaran sangat
mendesak yaitu kekurangan alokasi belanja untuk kegiatan
Perkuliahan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI)dalam rangka
pelayanan dasar untuk memenuhi standar kapasitas kampusj'ruang
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

(1)Peraturan mi adalah sebagai landasan pelaksanaan APBD
mendahului penetapan Perubahan APBDTahun Anggaran 2018 pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasa12

BABII
MAKSUDDANTUJUAN

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimatan Timur.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah DPRDProvinsi Kalimantan Timur.
3. Tim Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang

selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya
disingkat APBDProvinsi adalah APBDProvinsi Kalimantan Timur.

5. Belanja adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusi), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan
keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH
MENDAHULUIPENETAPANPERUBAHANANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN2018 PADA DINAS PENDIDIKANDAN
KEBUDAYAANPROVINSIKALIMANTANTIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
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Pengeluaran yang dilaksanakan mendahului Penetapan Perubahan
APBDTahun Anggaran 2018 selanjutnya akan diadministrasikan dalam
Perubahan ABPDTahun Anggaran 2018.

Pasal5

Pengeluaran sangat mendesak yaitu kekurangan alokasi belanja untuk
kegiatan Perkuliahan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) dalam
rangka pelayanan dasar untuk memenuhi standar kapasitas
kampus /ruang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Timur sebesar Rp.1.994.000.000,00 (Satu milyar sembila
ratus Sembilan puluh empatjuta rupiah).

Pasal4

PENGELUARANYANGDILAKSANAKANMENDAHULUIPENETAPAN
PERUBAHANAPBDTAHUNANGGARAN2018 DINAS

PENDIDlKANDANKEBUDAYAANPROVINSIKALIMANTANTIMUR

BABIV

Revisi Belanja Tidak Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur semula sebesar Rp. 633.395.000.400,00
(Enam ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta
empat ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 631.401.000.400,00 (Enam
ratus tiga puluh satu milyar empat ratus satu juta empat ratus rupiah).

Pasal3

BABIII
SUMBERDANA
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2018 NOMOR41

H. su aTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006
DR. Hj. MEILIANA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM

KEPALA BI 0 HUKUM,

Pj. SEKRETARISDAERAH
PROVINSIKALIMANTAN TIMUR,

Diundangkan di Samarinda
pada tangga14 September 2018

DR. H. AWANGFAROEK ISHAK

ttd

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 4 September 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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BABIV
KETENTUAN PENUTUP
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